PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR #4 TAHUN 2013
TENTANG

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, DAN PENGHAPUSAN PIUTANG

Menimbang :

Mengingat :

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA.
WALIKOTA PALEMBANG,

a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan hukum yang adil
dalam mclnlmanakandi pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan Kota Palembang sejalan dengan
ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan, periu memberikan pedoman yang jelas dalam tata
cara pembetulan, pembatalan dan penghapusan piutang
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota
Palembang tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan dan
Penghapusan Piutang Pajek Bumi dan Bangunan Perkotaan;

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 l'jlumor
125 Tambahan Lembaran Negara Hnmr 4437) schagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tabun 2008 tentang ah&mbahmzmicdua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

ak

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paj
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

turan Pemerin Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata
4'2::& Fulnkmnnnrhl-lak dan Pemenuhan l_(ew-ajlbnn
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5268);



Menetapkan:

S.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBETULAN,

PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

4!

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

Walikota adalah Walikota Palembang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota
Palembang.

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya

disebut PBB Perkotaan adalah Pajak atas Bumi dan/ atau

yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan
oleh Orang Pribadi/ Badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perkebunan
dan pertambangan.

. Piutang Pajak adalah Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Perkotaan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
adalah kontruksi teknik yang ditanam atau

diletakkan secara tctap pada tanah dan/ atau perairan
pedalaman dan/ atau laut.

. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjuinya disingkat NJOP,

adalah harga rata-rata yang diperoleh dari tmnnalml jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak t:rflapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

10. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang

selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau



Badan yang secara nyata mempunysai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau mememperoleh manfaat

atas Bangunan.

11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender.

12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnnya
disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak PBB
sesumi dengan ketentuan peraturan perundang-undang
perpajakan daerah.

13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang seclanjuinya
disingkat SPPT, adalah:mml:yangd:glmakanunmk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang
terutang kepada Wajib Pajale

4, Surat Setoran Pajek Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyectoran pajak
vang telah dilalkukan dengan menggumakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melahai
tempal pembayaran yang ditanjuk oleh Walikota.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besamya jumiah pokok pajak yang terutang.

16. Surat Ketetapan Pajak Daersh Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
palak yang menentukan besarnya jumiah pokok paga.k,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administrative, dan jumiah
pajak yang masih harus dibayar.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
vang sclanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya.

19. Surat Ketctapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada
pajak yang terutang atau seharusnya terutang atau
seharusnya tidak terhutang.

0. Surat Pemberitahuan yang selanjuinya disingkat SP,
adalah surat untuk memberitahukan kepada wajib pajak
atlas suatu pajak yeng terutang.



21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingakat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam pencrapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surat Keputusan Pembentulan, atau Surat
Keputusan Pembentulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

BABII
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERKOTAAN

Pasal 2
(1) Pembetulan PBB Perkotaan dapat dilakukan karena:

a. SPPT yang salah tulis;

b. SPPT yang salah hitung;

c. pemecahan PBE Perkotaan;

d.dalam SPPT ada kekeliruan penerapan ketentuan dalam

Peraturan perundang-undangan perpajaken.

(2) Pembetulan PBB Perkotaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan apabila ada permchonan dari Wajib
Pajak.

(3) Walikota menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB
Perkotaan yang kewenangannya dapat dilimpahkan kepada
Kepala Dinas, seteclah ada permohonan dari Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) SPPT dapat dibetulkan apabila memuat:

a. nama dan alamat Wajib Pajal;
b. luas tanah dan Bangunan;

¢. jumlah piutang Pajak;

d. Tahun Pajak; dan

¢. tarif Pajak.



Pasal 3
[l}kmbafa]an Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakulan

a. SPPT yang tidak benar;

b. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak
yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan
tata cara yang diftentukan.

(2) Bentuk Keputusan Walikota dan Keputusan Kepala Dinas
tentang Pembetulan, Pembatalan PBRB Perkotaan baik
perorangan maupun kolektif sebagaimana dimaksud dalam
PasalﬂdanPaSAIStextantumdalamLampimnlsampai
dengnn Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak
terpisshkan darn Peraturan Walikota ini.

BAB I
KEDALUWARSA

Passal 4

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedahiwarsa
setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak saat terutang pajak, kecuali apabila Wajib Pajak
melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak schagaiman dimaksud pada
ayat (1) tertanggung apabila:

a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau

b.ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik
langsung maupun tidak langsung.

{3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa
tersebut.

(4) Pengalouan utang Pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

{5} Pengakuan utang seccera tidak langsung ar.-bagail:tmm%
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari
pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.



BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERKOTAAN

Pusal 5

(1) ‘i?a.l.ikom dapat menghapuskan Piutang Pajak dikarenakan
tidak bisa tertagih dan sudah kedaluwarsa.

(2) Penghapusan Piutang Pajak scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dJiskukan cleh Walikota berdasarkan permohonan
penghapusan Piutang Pajak oleh Kepala Dinas.

(3) Permohonan penghapusan Piutan jak bagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat: S =

a. nama dan alamat Wajib Pajal;

b. jumlah piutang Pajak;

c. Tahun Pajak; dan

d. alasan penghapusan piutang Pajak.

(4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. SPPT PBB Perkotaan;
b. SKPD PBB Perkotaan;
. STPD PBB Perkotaan;
d. SKPFD PBE Perkotaan;
c. SKPDKBT PBB Perkotaan;

f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau

g objek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termaksud
kriteria PBB Perkotaan.

(3) Piutang Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data
tunggakan PBB Perkotaan yang tidak dapat atau tidak
mungkin ditagih lagi disebabkan karena:

a. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat
ditemukan atau me¢ninggal dunia dengan tidak
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli
waris atau ahli waris tidak dapat ditemulkan;

b.Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak
mempunyai harta kekaynan lagi;

c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objck paiak
sudah tutup dan alih manajemen;



d.hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
atau

e Wajib_Pa,ia.l_: tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain,
seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau
dokumen scbagai desar penagihan pajak tidak lengkap
atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang
tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran
dan lain sebagainya;

(6) Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data
tunggaken PBB Perkotaan yang tidak dapat atan tidak
mungkin ditagih lagi disebabkan karena:

a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus,
direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau
pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan
atau likuidator atau kuratir tidak dapat ditemukan;

b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak memiliki
harta kekayaan lagi;

c. penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan
penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus,
direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan
niaga, baik secara langsung maupun dengan
menempelkan pada papan pengumunan atau media
massa;

d.halt untuk melakukan penagihan Pajak sudah
kedaluwarsa; atau

€. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pazal 6

(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak
yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan
penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Unit
Pclaksana Teknis Dinas di Kecamatan dan dinas yang
hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian.

{2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau
Piutang Pajak yang bersangkutlan sebagai dasar untuk
meneniukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat
ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.



Pasal 7

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya
dapat di usulkan untuk dihapus setelah adanya laporan hasil
penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah di
Kecamatan setiap akhir tahun takwin menyusun daflar
usulan penghapusan piutang Pajak berdasarkan laporan
hasil penelitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setiap awal tahun berikutnya
disampaikan kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan
piutang Pajak yang telah diteliti kepada Walikota.

Pasal 9

(1) Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan wusul
penghapusan Piutang Pajak adalah daftar Piutang Pajak
yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin lagi
untuk dilakukan penelitian setempat atau penelitian

{(2) Buku yang dipergunakan untuk peclaksanaan wusul
penghapusan Piutang Pajak adalah buku register usulan
penghapusan Piutang Pajak.

(3) Bentuk formulir dan buku sebagaimena dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala
Dinas.

Pasal 10

1 permohonan penghapusan scbagaimana

( ldimaksuﬂdalampasal Sayat151dsn3iyatlﬁl, Kepﬂanmas
dapat menetapkan penghapusan Piutang Pajak sampai
dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2) Penghapusan  Piutang Pajak  Wajib Pajak Badan

: ]uhagnimmdahmPaaaISmtlﬁlyangbesamdaatas
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh
Walikota.



LAMPIRAN 1

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN

CONTOH KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG
PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
SECARA KOLEKTIF

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG

--------

TENTANG
PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
SECARA KOLEKTIF

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembetulan

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotasn, secara kolektif
NOMOE. ... s Tanggal...........ccceceeneeee.....melahai
LVRI/LArah .......coviinisisssennenne yang diterima  oleh
berdagarkan  atas SPPT PBB NOP...........c.ceeeeenen. PE'-'I-IE&B
Tahun Pajak ....... dan dengan mempertimbangkan hasil
penelitian yungd:tumﬂtan dalam laporan hasil penelitian
Pembetulan o R =
tmml_. ............ pt:rl!.l. dilaknkan pembetulan atas

b. bahwa berdasarkan pcrtimbu.ugan sebagaimana dimaksud
dalam huruf aperlu menetapkan Keputusan Walikota
Palembang tentang Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan Secara Kalektif;

Mengingat: |, Undang-Undang Nomor 28 Tehun 1959 tentang

Pembentulkan Daerah Tingkat I1 dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tshum 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tehun 2004
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

i telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik I[ndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik iIndonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tabun 2011 Nomor 3 Seri B);

5. Peraturan Walikota Palembang MNomeor... Tshun 2013
tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan dan
Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
(Berita Daerah Kota Palembang Tshun 2013 Nomor...);



Menetapkan:
: Menerima  seluruhnya/Menerima  sebagian/Menolak  ¥)
permohonan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

pembetulan PBB terutang yang tercantum dalam
SPPT PHB NOP......c.ccvoeeeersmsecssssseseans Tahun Pajak 20.... sebagai
berilaat:

...............................................................

----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

No. Uraian Data Hasil

Nama Wajib Pajalc
Kareksi Luas Tanah
Luas Bangunan

(LHP Pembetulan PBB
SCCATA perorangan)
Pendaftaran Data Baru
sebagaimana tercantum
dalam SPOP koleltif

OB =

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan  dan

apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan
dan perbaikan sebagaimana mestinya.

: Asli keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pejak dan Salinan

Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan Dacrah
Kota Palembang.

ROMI HERTON



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Palembang.

ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pacda Tanggal 23 Tesetdou zovy
SE ARIS DAERAH

KO ALEMBANG,

UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 74



LAMPIRAN 1

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN

CONTOH KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG
PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR..... TAHUN........

TENTANG
PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
ATAS NAMA

---------------------------------

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembetulan
Pa]ukEudemBmgunmPErkntam atas nama Wajib

Tanggal..........c... ataaSPPTPBBNOP ...................................
Tahun Pajak 2013 yang diterima oleh petugas dan dengan
mempeﬁmhanﬁ:mhasﬂpmdﬂ:mmgdﬂnangkmdﬂhm
Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PEB
Nomor... wTangeal,:...c.ocaiis perlu dilakukan
pemhehﬂanataaPBBPuhﬁdemnkm:d,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Kepntusan Walikota
Palembang tﬂltnng&mh:tulan?u;akBmdanB&ng:nan
Perkotaan Atas Nama

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Dagrah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125 Tambahan Lembarsn Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tehun 2008 [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. UndangUndeng Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2009 Nomeor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajalkt Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tabun 2011 Noemor 3 Seri B);

5. Peraturan Walikote Palembang Nomor... Tabun 2013
tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, dan
Perkotaan (Berita Daerah Kota Palembang Tsbhun 2013
Nomaor...|;



KESATU

KEDUA

KETIGA

-

Melakukan pembetulan atas FBB Perkotaan secara kolektif
sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian
yvang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keputusan ini mulsi berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila ternyata terdapat kekelimman akan  diadakan

perubahan dan perbaikan scbageimana mestinya.

Ashh:pummmdimpaikankepnda“?aﬁbwm Salinan
Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan
Daerah.




Menetapkan:
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

: Menerima seluruhnya/Menerima  sebagian/Menolak |

permohonan pembetulan PBB terutang vang tercantum dalam

SPPD PEBINGP.. .o ] Tahun Pajak 20.... scbagai

berikut:

a. Wajib Pajak
Nama 3
Alamat

b. Obyek Pajak
Nama e sl e e s R e T R
NOP
ARt s e e
Kota

................................................................

................................................................

¢ Sesuai Diktum KESATU, rincian pembetulan diuraikan sebagai

berikut:

No. Uraian Data “Hasil
Sebelumnyva Pembetulan

1 | Nama Wajib Pajak

2 | Koreksi Luas Tanah

3 | Luas Bangunan

(LHP Pembetulan PBB
secara perorangan)
Nomor: LHP.... Tanggal
Pendaftaran Data Bar
sebapaimana tercanfum
dalam SPOP kolektf

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditctapkan dan

apabila ternvata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan
dan perbaikan sebagaimana mestinya.

: Asli keputusan ini disampaikan kepada Waijib Pajak dan Salinan

Kepitusan ini disimpan scbagai arsip Dinas Pendapatan Daerah
Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal .......oonnnnee

WALIKOTA PALEMBANG,




LAMPIRAN TI

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN

CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG TENTANG FEMBETULAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG
NOMOR..... TAHUN........

TENTANG
PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
ATAS NAMA

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembetulan
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, atas nama Wajib
Pojale oo NI L. csetinsininvsmissinsarines
Tanggal.............. atas SPPT PBB NOP.........ccecevnniees sares

--------

Laporan Hasil Pembetulan FPBB

Nomaor.,....... seassnren Tanggal,................ perin dilakukan
atas PBB Perkotaan dimalcsud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan i dimaksud

sebagaimana -
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kota Palembang tentang Pembetulan
Pajak Bumi dan Bangunan Perketaan Atas Nama. :

Mengingat; 1. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1959 tentang
Pembentukan Dacrah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tembahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 1821});

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomaor lﬁTthmhmthagsmeo:qurﬁaﬂ
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); T

3. Undamg-UndangNamurZBTahunZDﬂthangPa;ak
Daerah dan Retribusi Dasrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaren
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Doerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pgjak Bumi dan Bamgunan Perkotaan
Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);

5. Peraturan Walikota Palembang Nomor... Tahun 2013
tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan
dan Penghapusan Piutang Pajak Bumi Bangunan
Perkotaan (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013
Nomor...);



RESATU

KEDUA

KETIGA

Melagukan pemoetilan aias FEE FETKOLRHAN NOCHTH HOlExlu

sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari keputusan ini,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila temyata terdapat kekeliruan akan  diadakan

Asli keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak dan Salinan
Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan
Daersh Kota Palembang

...................

pada tanggal
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG




Menectapkan :
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Melalukan pembetulan atas PBB Perkotaan sccara kolektif
sehagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diletapkan dan
apabila  ternyata terdapat kekeliruan akan  diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak dan Salinan
Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan
Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang

pada tangeal ..ol

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG




LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN

CONTOH KEFUTUSAN KEFALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG TENTANG PEMEETULAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

EEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG

TENTANG
PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
SECARA KOLEKTIF

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembetulan
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, secara knldmf

Tahun Pajek ....... dan dengsn m:n:pa‘hmhanglmn hssi]
penelitian yang dmang!mn dalam laporan hasil penelitian
Pengurangan NOHEOT. o os -5 ca-mmaosiare

.............. ensenneens pe:rtn dilakukan pembetulan atas

Pendapatan Daerah Kota tentang Pembetulan Pajak Bumi
dan Bangunan Perkotaan Secara Kolektif;

Mengmgat: 1. Undang-Undang WNomor 28 Tshun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahsan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);
2 Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaren Negara
Republik Indonesin Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Ncmaﬂepubhklndnnmﬂnmor%]

3. Undang-Undang Nomor 28 Tabhun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambashsn Lembaran

. Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Dasrah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);

5. Peraturan Walikota Palembang Nomor... Tahun 2013

Penghapusan Plutang Pajak Bumi dan Bangonan Perkotaan
(Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor...);



MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KESATU : Menerima sehmubnya / Menerima scbhagian /Menolak *
permohonan pembetulan PBB terutang yang tercantum dalam
SPPTPBB NOP....ooeooeeoooeeee! Tahun Pajak 20.... sebagai
berikut:
a. Wajib Pajak
Nama E s s T e e

b. Obyek Pajak

................................................................

KEDUA : Sesuai Diktum KESATU, rincian pembemlan dinrailean sebagai
herikot :

No. Uraian Data Hasil
Sebelumnya Pembeiulan

1 | Nama Wajib Pajak

2 | Koreksi Luas Tanah

3 | Luas Bangunan

{ LHP Pembetulan PEB
accara perorangan)
Nomor: LHP.... Tanggal
Pendaftaran Data Bam
sebagaimana
tercantum dalam SPOP
Lkolektif

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tsmpgal ditetapkan dan
apabila ternyata terdapat kekeliman akan diadakan perubahan

KEEMPAT : Asli keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak dan Salinan
Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan Daerah

Kota Palembang.
Ditetapkan di Palembang
pada tangeal .......coeiiininenien
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG,




Menetapkan:
KESATU

KEDUA

: Menerima

MEMUTUSKAN:

seluruhnya/Menerima  sebagian/Menolak  #)
permohonan pembetulan PBBE terutang vang tercantum dalam
SPPT PBB NOP.........c..vivvvvivnnnnniniinn . TahUun Pajak 20.... sebagai
benkurt:

a. Wajib Pajak
Nama
Alamat
Obyek Pajak

Nama Grastau

NOP

Alamat
Kelurahan
Kecamatan : ...
Kota

: Sesuai Dilcum KESATU, rincian pembetulan diuraikan sebagai

berniut :

No. Data

Sebelumnya

Uraian Hasil

Pembetulan

Nama Wajib Pajak
Koreksi Luas Tanah
Luas Bangunan

( LHP Pembetulan PBB
SCCAra peroranpgan)
Nomor: LHP.... Tanggal
Pendaftaran Data Baru
sebagaimana
tercantum dalam SPOP
kolektif

Wb =

KETIGA

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada

tangpal  ditetapkan dan
apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan
dan perbaikan sebagaimana mestinya.

: Asli keputusan ini disampailtan kepada Wajib Pajak dan Salinan

Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan Daerah
Kola Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG,

........................




LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
FERKOTAAN

CONTOH KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG
PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

KEFUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR..... TAHUN........

TENTANG
PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
ATASNAMA .............cccovenne, AERsesde

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembatalan
Pajak Bumi dan Bangunan Perkoiman, atas nama Wajib
PHIRK it Nomor:....ccoovoeaio e
Tﬂnml_

munperumbangkmhaﬁlpmeﬁﬁanyangd]tuanghndﬂm

Tanggal,
Pemhalalanat&aPBBPcrkntnmdnnnlmud.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalesud
dalam hurof a,perlu menetapkan Keputusan Walikota
Palembang tmtmg?mbatﬂnn?agakﬂumdanﬂangman
Perkotaan Atas Nama

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 dan Kotapraja di Sumatera
Selaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2004 ientang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negaa Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5040);

4: Peraturan Dasrah Kota Palembeng Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);

5. Peraturan Walikota Palembang Nomor... Tahun 2013
tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, dan
Penghapusan Plutang Pajak Bumi dan Bangunen Perkotasn

[Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor...);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

: Menerima  selurubnya/Menerima  sebagian/Menolak  *)
permohonan pembatalan PBB terutang yang tercantum dalam
SPFT PBB NOP.....cccoeeeeneecisrirssssene. Thun Pajak 20.... sebagai
berikut: '

b. Obyek Pajak
Nama 1 RSSTEEESE | M I8 Ve, e — TP L
T . e A e o e

: Sesuai Diktum KESATU, rincian pembatalan diuraikan sebagai

berikut:

No. Uraian Data Hasil
Sebelumnya Pembatalan

Nama Wajib Pajak
Koreksi Luas Tanah
Luas Bangunan

(LHP Pembatalan PBB
SECAra perorangan)
Nomaor: LHP.... Tanggal
Pendaftaran Data Baru
schagaimana tercantum
dalam SPOP kolektif

[ SR

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan  dan

apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadaken perubahan
dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Asli keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak dan Salinan

Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tenggal .

WALIKOTA PALEMBANG,

R ——— . TR T

WALIKOTA G,



MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KESATU  : Menerima  seluruhnya/Menerima  schbagian/Menolak  #)
permohonan pembatalan PBB terutang yang lercantum dalam
SPPT PBB NOP.......c.ccceeninunneiansnnneee. Tahun Pajak 20.... sebagai
berikut:
a. Waijib Pajak
Nama e~ e e S O RS . ST
Alamat 3
b. Obyek Pajak
Nama L
NOP S R A Y i v R A e e
Alamat
KehorBliiE 2. i st i s sl b s s il
Kota e T RN = U ST
KEDUA : Sesuai Diktum KESATU, rincian pembatalan diuraikan sebagai
berikut:

Nea. Uraian Data Hasil
Sebelumnya Pembatalan

Nama Wajib Pajak
Koreksi Luas Tanah
Luas Banpunan

(LHP Pembatalan PBB
SEeCHra perorangan)
Nomor: LHP.... Tanggal
Pendaftaran Data Baru
sebagaimana tercantum
dalam SPOP kolektif

W N -

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan
dan perbaikan scbagaimana mestinya.

KEEMPAT : Asli kcpumas.n ini disampaikan kepada Wajib Pajak dan Salinan
Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan Daerah
Kota Palembang,.

Ditetapkan di Palem‘bmg
pada tanggal .. %

WALIKOTA PALEMBANG,




LAMPIRAN VI

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, FEMBATALAN DAN
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN

CONTOH KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG
PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

SECARA KOLEKTIF

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR..... TAHUN........

TENTANG

PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

Menimbang : a

Mengingat: 1.

SECARA KOLEKTIF

WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa sehubungan dengan surat permohonan

OO, (uoivenensmnansasins Temggal .....ccccovvannniny «oounT0ElalGE
LVRIfLurah ......cccoonrmene diterima  oleh petugas
berdasarkan atas SPPT PBB NOP... i cssnsensisiosiamaames
Tahun Pajak ....... dan dengan hasil
peneliian yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian
FBB NOImDOT..ociirsaspiasnssavannas
PBB Perkotaan dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagsimsma dimsaksud
dalam huruf a, menetapkan Keputusan Walikota

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Dagrah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerash (Lembarsn Negara Tahun 2004
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telsh diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran
Daersh Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 3 Seri Bj;
Peraturan Walikota Palembang Nomor... Tabun 2013
tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan dan
Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangnnan Perkotaan
(Berita Daerah Kota Palembang Tabun 2013 Nomor...J;



Menetapkan :

KESATU :

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Melakukan pembatalan atas PBB Perkotasn secara koleltif
scbagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisshkan dari keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlalu pada tanggal ditetapkan dan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestimya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak dan Salinan
Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan
Daerah Kota Palembang.




Menetapkan @

KESATU

KEDUA

KETIGA

=

MEMUTUSKAN:

Melakukan pembatalan atas PBE Perkolaan secara kolektif
sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila  ternyata fterdapat Kkekeliruan akan  diadakan
perubahan dan perbaikan scbagaimanas mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak dan Salinan

Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan
Daerah Kata Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal .....cooeeiiiaen.

WALTKOTA PALEMBANG,

ticl

WALIKOTA DALEMBANG,



LAMPIRAN VII

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN

CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBATALAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA PALEMBANG

TENTANG

PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

ATAS NAMA

...........................

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembatalan

Mengingat :

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, atas nama Wajib
PRI iy ciavis i ns snanyonns NG i SR

Tanggal,...
pembatalan atas PBB Perkotaan dimaimud*

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kota Palembang tentang Pembatalan
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Atas Nama.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I1 dan Kotapraja di Sumatera
Sclatan (Lembaran Negara Republik Indoneaia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821});

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daereh (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

., Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011

) tentang Psjak Bumi dan Bangunan Perkotamn (Lembaran

Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomer 3 Seri Bj;
Peraturan Walikota Palembang Nomor... Tahun 2013
tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan dan
Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
(Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomaor...);



Menetapkan
KESATU Menerima  selurnhnya/Menerima  sebagian/Menolak %)
permohonan pembatalan PBB terutang yang tercantum dalam
SPPT PEB - NOP..... - i csscissiamsrinsns Tahun Pajak 20.... sebagai
berikut:
a. Wajib Pajak
1 I e  wn e
ARMINEE B S AR
b. Obyek Pajak
Nama e e e e e D
NOP 5 s R — o L N
BIBMMEE . o as  ra e h R S e RS DN R
Kelurahan ... ... ... A Y e s B
T e e PP
¢ T I ey e P e (e L o o i e
KEDUA : Sesuai Diktum KESATU, rincian pembatalan diuraikan sebagai
berikut : :
No. Uraian Data Hasil

Sebelumnya | Pembatalan

1 | Nama Wajib Pajak

2 | Koreksi Luas Tanah
3 |Luas

{ LHP Pembatalan FBB
secara perorangan)
Pendaftaran Data Baru
sebagaimana
tercantum dalam SPOP
kolektil

KETIGA

EEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan  dan

: Asli keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak dan Salinan

l{eputuminidisimpanubamaiamipbhashndmmnnmh
Kota Palembang.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG,




Menetapkan :
KESATU

KEDUA :

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Melakukan pembatalan atas PBB Perkotaan secara kolektif
sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian
vang lidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila  temnyata terdapat kekelimuan akan  diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak dan Salinan
Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan
Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal ........ocniiine

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG,




LAMPIRAN VIII

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN
FENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERKOTAAN

CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBATALAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA PALEMBANG
NOMOR..... TAHUN........

TENTANG

PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

SECARA KOLEKTIF

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa schubungan dengan surat permohonan pembatalan

Mengingat:

1.

Pa;akBumxdanBangunanHerkman.mhd:kﬁf

LR IRTER - iiciiansinsisvsiyinnnay yang diterima  oleh petugas
berdasarkan atas SPPTPBB NOP.........cccoemimeninsnnmesnassans
Tahun Pajak ....... dan dengan mempertimbangken hasil
penelitian yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian
Pengurangan PBB OO o Snavenshaiinsn
tanggEal.......ccociniinnnnieaas periu dilakukan pembatalan atas
PBB Perkotaan dimaksud;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a,perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kota tentang Pembstalan Pajak Bumi
dan Bangunan Perkotaan Secara Kolektif;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ([Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S049);

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 3 Seri Bj;
Peraturan Walikota Palembang Nomor... Tahun 2013
tentang Tatar Cara Pembetulan, Pembatalan dan
Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunsan Perkotaan
(Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor...);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : .

KESATU : Melakukan pembatalan atas PBB Perkotaan secara kolelctif
scbagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

KETIGA : Asli kepuiusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak dan Salinan
Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan
Daerah Kola Palembang.

Ditetapkan di Palembang
KEFPALA DINAS PENDAPA‘I&H DAERAH
KOTA PALEMBANG,

ted

sssinissaninnesssiflassscinaan

WALIKOTA G



MEMUTUSKAN:
Me neta.pkan:

KESATU : Menerima seluruhnya/Menerima

sebagian /Menolak |

permohonan pemharal.m PBB terumng yang tercantum dalam

SPPT PBE NOP...

berikut:

a. Wajib Pajak
Nama

b. Obyek Pa;ak
Nama
NOP
Alamat
Kelurahan ;...
Kecamatan : ......
Kota

KEDUA
berikut :

...Tahun Pajak 20..

.. sebagai

: Sesuai Diktum KESATU, rincian pembatalan diuraikan sebagai

No. Uraian Data
Sebelumnya

Hasil
Pembatalan

Nama Wajib Pajak
Koreksi Luas Tanah
Luas Bangunan

( LHP Pembatalan PBB
SECATA perorangan)
Nomor: LHP.... Tangzal
Pendaftaran Data Baru
sebagaimana
tercantum dalam SPOP
lealektif

W R -

KETIGA

: Keputusan ini  berlaku  pada tangeal ditetapkan dan

apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan

dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Asli keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak dan Salinan

Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan Daerah

Kota Palembang.

Ditetapkan di Palem'bang

pada tanggal ..

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG,




